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Abstract

eems not tobe presumed integrally, especially in the public campaign
speech on any sector of city development. City development with
environtment approach still interpreted restricted and sectoral. Recently, public
participation in determining city development has not been remain top down.
Power elite, those local government and local house of representative, thorough
Musrenbang so called means development planning conference, lately provide
space for public aspiration participatively as long as it is considered realistic to
exercise. Here, model is needed to be formulated contains how should be on
determining city development policy based on the strategy in which the public
are actively involved as stakeholders,meanwhile the government has to appreci-
ate the public participation through considering based on priority scale of de-
velopment to actuate and the supplay of budget.

g(—,ormerly, in determining the city development policy, environment aspect
S

KataKunci: kebijakan, pembangunan, partisipasi

Kebijakan Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan ... -- Absori, dkk. 107



PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan kota di berbagai daerah di Indonesia masih
bersifat konvensional dan ““top down’’, yang didominasi peran pemerintah dan
lebih berorientasi pada pendekatan fisik dan ekonomi. Pendekatan fisik terkait
dengan pembangunan prasara dan infra struktur kota, seperti pembutan dan
perbaikan jalan, drainase, gedung perkantoran, sekolah pasar, terminal, rumah
sakit dan lain-lain. Pendekatan ekonomi |ebih menekankan pada penyediaan
saranadalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan kegiatan ekonomi. Se-
mentara aspek lingkungan hidup sering kali terabaikan dalam pengambilan
kebijakan dan pel aksanaan kebijakan pembangunan kota.

Kondisi seperti ini, disebabkan karena model kebijakan pembangunan
kota yang diambil tidak memiliki kehendak politik yang bervisi lingkungan
dan kurang mengakomodasi berbagai masukan dan akses masyarakat secara
lebih luas dan partisipatif. Dalam hal ini rangka mendorong terintegrasinya
masalah lingkungan dalam pembuatan kebijakan pembangunan kota yang
berwawasan lingkungan diperlukan dukungan beberapahal ,pertama, kekuatan
kehendak politik (polical will) yang bervisi lingkungan. Kedua, penguatan
partisipasi publik secara lebih luas dan partisipatif.Ketiga, kemampuan
pemerintah untuk merespon, merumuskan dan menjalankannya dengan
mendasarkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Langkah tersebut sebagai bagian dalam rangkamenerapkan prinsip pem-
bangunan yang berkel anjutan, yakni model pembangunan yang memenuhi aspi-
rasi, harapan dan kebutuhan akan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang
akan datang. Pembangunan berdasar padagood governance menurut The United
Nations Development Programme (UNDP) merupakan upayaotoritas ekonomi,
politik dan adminitratif untuk mengelola urusan Negara pada semua tataran.
Upaya tersebut meliputi mekanisme, proses dan pelembagaan, dimanawarga
negara dan kelompok masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, meng-
upayakan hak legalnya, memenuhi kewajibannya dan menjebatani berbagai
perbedaan.t

Governance merupakan sistem yang komponennya mencakup lembaga
pemerintahan dan lembaga politik, sektor swastadan masyarakat madani (civil
society). Dengan demikian good governance adalah suatu sistem kepemerin-
tahan yang aspiratif dan dijalankan melalui kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat.Dalam posisi ini masyarakat dapat menyal urkan aspirasinyadengan

! Kementerian Lingkungan Hidup, 2003, Program Bangun Praja, Jakarta, hal. 4.
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baik, memiliki hak legal yang jelas, secara sadar memenuhi kewajibannya,
dan dapat menjebatani berbagal perbedaan melalui kemitraan. Untuk mencapai
keadaan yang demikian, diperlukan kemampuan dan kemauan semua pihak,
baik pihak pemerintah maupun masyarakat, perorangan, swastadan kel ompok
masyarakat yang lain.

Pencapaian good governance harus diterapkan untuk semua sektor, ter-
masuk sektor lingkungan hidup. Dalam hal ini, konsepgood environmental
governance merupakan sesutu keniscayaan untuk dijadikan acuan dalam me-
rumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan, termasuk di dalamnya
kebijakan dan pel aksanaan pembangunan kota. Padaeraotonomi daerah, peme-
rintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan partisipatif. Da-
lam praktik selamaini pembangunan kotadi berbagai daerah kurang memper-
hatikan wawasan lingkungan dan |ebih berorientasi padaupayauntuk mening-
katkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan Rima Dewi Supriharjo di kota Surabaya?
menunjukan bahwa kebijakan pembangunan kota yang berkaitan dengan ke-
bijakan rencana tata ruang tampak kurang mendukung terhadap pelaksanaan
pembangunan kota secara berkel anjutan. Aspek lingkungan beklum diintegrasi-
kan dalam rencana pembangunan yang dilakukan.

Menurut Eko Budiharjo® kondisi seperti itu disebabkan pertama, pe-
rencanaan sering kali berorientasi pada pencapaian tujuan yang ideal berjangka
panjang yang sering meleset, akibatnya banyak ketidakpastian atau hanya se-
bagai pemecahan masal ah secaraadhoc yang berjangkapendek.Kedua, rencana
tataruang tidak didukung oleh pengel ola perkotaan yang handal maupun meka-
nisme pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Ketiga, perencanaan tata ruang saat sekarang masih menekankan pada
aspek fisik dan belum berkaitan dengan perencanaan komunitas (sosial-budaya),
dan perencanaan sumber daya. Keempat, belum adanya keterpaduaan dalam
perencanaan, pel aksanaan dan pengawasan pembangunan kotadan diperparah
adanyaarogansi sektoral dan egosentris. Kelima, adanyakekurangpekaan para
penentu kebijakan dan kalangan professional teradap persoalan budaya dan

2 RimaDewi Supriharjo, 2005, Berkelanjutan Kawasan Kota: Perspektif Sosial Budaya dan Nilai
Ruang,dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Jakarta: Yayasan Sugianto Soegjoko
dan Urban and Regional Development Institute (URDI), hal. 379.

3 Eko Budiharjo dalam Rima Dewi Supriharjo, 2005, Berkelanjutan Kawasan Kota: Perspektif
Sosial Budaya dan Nilai Ruang,dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Jakarta: Yayasan
Sugianto Soegjoko dan Urban and Regional Development Institute (URDI), hal. 457.
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warisan histories.Keenam, masih kurangnyaperan sertamasyarakat dalam proses
pengembilan kebijakan dan perencanaan pembangunan kota, yang menyangkut
perencanaan tataruang dan lingkungan hidup.

Penelitian yang berkaitan dengan akses dan peran serta masyarakat da-
lam merumuskan dan mel aksanakan stratedi pembangunan kotadilakukan Ella
Ubaidi* di Jakarta Utaramenunjukan bahwa keberadaan masyarakat hanyalah
sebagal pelengkap yang termarjinalisasikan dalam upaya pengembangan (revi-
talisasi) dan pelestarian kota Jakarta Utara. Warga kota jarang digjak bicara
dan keinginannyakurang diakomodasi oleh parapengambil kebijakan dan pe-
rencana pembangunan kota. Hal demikian menimbulkan persepsi bahwa pe-
rumusan kebijakan revitalisas kotaselamaini bersifat elitis, hanyamenjaankan
agenda yang sudah direncanakan oleh instansi pelaksana proyek dengan di-
dukung para pakar yang bertindak sebagai konsultan yang memberi cap ke-
sahihan pelaksaan program. Pembangunan kota merupakan proyek bersama
para pengambil kebijakan dan pelaksana proyek untuk mendapatkan dana pe-
merintah, sementaramasyarakat dibiarkan dalam kegel apan tanpa mengetahui
apalagi memahami rencana atau program yang akan dijalankan dalam pem-
bangunan kota.

Di Surakarta, kebijakan pembangunan kota dilakukan dengan melibat-
kan masyarakat secarapartisipatif melalui musyawarah rencana pembangunan
kotadi tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, yang dikenal dengan Musrenbang
diharapkan akan dapat menjadi wadah untuk menampung aspirasi secara ako-
modatif, tetapi dalam praktek perencanaan pembangunan yang dilakukan di-
anggap masi h belum mengkaitkan aspek lingkungan sebagai bagian yang inte-
gral dalam pengambilan kebijakan pembangunan kotayang berwawasan ling-
kungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai
berikut, pertama, bagai mana kebijakan pembangunan kota yang berwawasan
lingkungan yang dilakukan selama ini? Kedua, bagaimana partisipasi ma-
syarakat dalam kebijakan pembangunan kota berwawasan lingkungan?, Ketiga,
bagaimana model kebijakan pembangunan kota berwawasan lingkungan ke
depan?Adapun tujuan pendlitianini adal ah pertama, untuk mengetahui kebijak-
an pembangunan kota yang berwawasan lingkungan yang dilakukan selama

4 Ella Ubaidi, 2005, Kawasan Kota Tua Bersejarah dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam
Abad 21, (buku 2), Jakarta: Yayasan Sugianto Soegjoko dan Urban and Regional Development Institute
(URDI), hal. 286.
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ini. Kedua, untuk mengetahui partisipas masyarakat dalam kebijakan pembangunan
kota berwawasan lingkungan, dan ketiga untuk merumuskan model kebijakan
pembangunan kota berwawasan lingkungan ke depan. Sementaraitu, manfaat
pendlitian add ah pertamacdi harapkan akan di perol eh pengembangan modd kebijakan
pembangunan kotaberwawasan lingkungan, yang mengakomodas akses berbagai
kel ompok kepentingan, terutamamasyarakat sebagal pemangku kepentingan (stake
holders). Disamping itu diiharapkan akan dapat digunakan oleh parapihak yang
berkepentingan dan penentu kebijakan, yakni Pemerintah Daerah dan DPRD dalam
merumuskan kebijakan pembangunan kotayang berwawasan lingkungan yang
menyertakan aksesmasyarakat secarapartispatif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sosio-legal re-
search. Pendlitian ini akan diperoleh gambaran pengembangan model peng-
ambilan kebijakan pembangunan kota berwawasan lingkungan di Surakarta
Responden Pemerintah Daerah Surakarta, yakni beberapa Dinas yang terkait,
Camat dan Lurah, LSM GitaPertiwi dan Yayasan Masyarakat Hijau yang selama
ini dinilai mempunyai kepedulian di bidang kebijakan dan pelaksanaan pro-
gram pembangunan kota berwawasan lingkungan. Analisis dilakukan dengan
cara menelaah data dan mendeskripsikan kebijakan pembangunan kota yang
dilakukan selama ini, partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan
pembangunan kota, dan mengkonseptualisasikan model dalam bentuk deskrips
pengembangan kebijakan pembangunan kota berwawasan lingkungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Pembangunan Kota

K ebijakan pembangunan kota Surakarta secara yuridis didasarkan pada
surat edaran Wali KotaNomor 411.2/789, 16 Juli 2001 tentang KerangkaAcuan
Umum Pelaksanaan M usyawarah K ota Suarakarta, kemudian diuabah dengan
Surat Keputusan Wali KotaNo. 410/45-A/1/2002 tentang Pedoman Penyeleng-
garaan Musyawarah Membangun Kota. Pada tahun 2010 ditingkatkan status
hukumnyamenjadi Peraturan Wali KotaNo. 27-A tahun 2010 tentang Petunjuk
Pel aksanaan M usyawarah Perencanaan Pembangunan K ota. Dari ketigalandas-
an hukum tersebut menempatkan aspek lingkungan hanyabagian dari keseluruh-
an aspek pembangunan kota Surakarta. Dengan demikikan aspek lingkungan
atau wawasan lingkungan masih belum dimaknai secaraintegral, yang bersifat
menyuluhan yang terdapat di setiap sektor pembangunan.
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M endasarkan padakebijakan pembangunan kotayang dikenal dengan City
Depelopment Strategy (CDS), yakni suatu strategi pembangunan kotayang dalam
proses perencanaan pengambilan kebijakan mdibatkan langkah-langkah dasar yang
disamping melakukan analissinternal -eksternal kota, identifikas isu-isukunci juga
didasarkan padakonsensusstakeholders, dalam hal ini kota Surakartasebenarnya
sudah menerapkannya. Penerapan City Depelopment Stra-tegy (CDS) yang
direncakan kota Surakartamenekankan padapengaturan tataruang, penanggulangan
konflik sosia, pengembangan ekonomi daerah dan penanganan kemiskinan.

Dalam tataran implementasi City Depelopment Strategy (CDS) dianggap
belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal ini berkaitan kemampuan
dan komitmen pemerintah daerah, yakni eksekutif-legislatif dan konstribusi
segenap wargamasyarakat sebagai stakeholders sendiri. Strategi pembangunan
kotayang dilakukan tidak mendasarkan pada pendekatan yang holistik berdasar-
kan roh serat kehidupan kotayang mengintegrasi kan persoal an lingkungan de-
ngan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya, tetapi | ebih tampak padaorientas
pada pendekatan sektoral . Aspek lingkungan belum diintegrasikan dalam setiap
sektor, sehingga gambaran pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
belum begitu tampak.®

Dalam hak prioritas pembangunan kota Surakartamasih berorientasi pada
pembangunan ekonomi yang menekankan pada upaya untuk meningkatkan
Pendapatan Adli Daerah (PAD), dan masih belum berorientasi padapembangun-
an yang berwawasan lingkungan. Beberapa program pengembangan kotayang
terkait dengan lingkungan dinilai masih sektoral dan belum terintegrasi dalam
satu paket kebijakan yang konprehensif yang berwawasan lingkungan, seperti
penataan tataruang, penempatan reklame yang menggangu pemandangan kota,
pembangunan super market, Solo Grand Mall yang disinyalir di masalaluAM-
DAL -nyabermasalah. Meskipun demikian terdapat prioritas pembangunan kota
dianggap berwawasan lingkungan, seperti penataan PK L, penataan taman kota,
penataan jalur hijau bantaran sungai, pembangunan taman kota dan hutan kota,
pembangunan city walk, car free day padahari minggu di jalan Slamet Riyadi,
dan pengembangan taman Balai Kambang.®

Secaraumumdapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan |ebih ber-
orientas padakepentingan pertumbuhan ekonomi, dan baru menyetuh aspek ling-

5 Agus Dody, Ketua Yayasan Masyarakat Hijau, Wawancara Pribadi, Surakarta, 2011.
5Rohana, Staf Pemerintah Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 2011.
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kunganyang masih bersifat terbatas.M enurut Djgadiningrat ideol ogi pembangunan
menempatkan aspek pembangunan ekonomi secarasektoral dengan menempatkan
kesg ahteraan materid yang terkonsentras padapemoda besar sebagal tujuan utama.
Orientas |ebih padapembangunan ekonomi didasarkan pertimbangan kepentingan
analisisuntung rugi melalui mekanisme pasar yang liberal dan perhitungan biaya
produks (internal transfer of benefits), sedangkan ongkoslingkungan dan ongkos
sosa (social cost) yang timbul tidak dimasukkan ke dalam perhitungan untung dan
rugi. Karenaitu, hukum dan lembagaekonomi yang berlaku selamaini tidak lagi
memadai untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kegiatan industri.
K etidakmampuan mekanisme pasar untuk memasukan faktor lingkungan merupakan
faktor penyebab timbul nya konsep pembentukan hukum yang tidak mendukung
terhadap keberadaan lingkungan seperti yang adasekarang.’

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijkan pembangunan kota
dinilai sudah tidak lagi bersifat top down. Elit kekuasaan, yakni pemerintah
daerah dan DPRD melaui Musrenbang sudah mulai memberikan ruang aspirasi
masyarakat secara partisipatif.Di Surakarta secaralultural terdapat tradisi fo-
rum musyawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kota yang dikenal
forum “rembug kota”, yang dilakukan dari tingkat K elurahan, Kecamatan sam-
pai di tingkat Pemerintah Daerah. Forum semacam itu padaawanyamasih se-
kedar lips service, belum melibatkan masyarakat secara luas dan partisipatif
karenaacuan dan keputusuannya pada akhirnyayang menentukan adal ah pihak
Pemerintah Daerah dan DPRD, tetapi dalam duatahun terakhir ini forum Mus-
renbang sudah direspon dengan baik dan menjadi acuan Pemerintah dan DPRD
dalam menentukan kebijakan pembangunan sepanjang realistisdan anggarannya
jugatersedia®

Untuk mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam merumus-
kan kebijakan pembangunan menurut Esmi Warassih® perlu dilakukan upaya
pemberdayaan masyarakat yang menekankan kepada proses memberikan atau
mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepadamasyarakat
agar | ebih berdayadan mendorong atau memotivas individu sehinggamempunyai

"SurnaT. Djgjadiningrat, 1995, Industrialisasi dan Lingkungan Hidup : Mencari Keseimbangan,
dalam Teologi Industri, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 118.

8 Sri Handayani, Staf Pemerintah Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 2011.

9 Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemberdaayaan Masyarakat dalam Meweujudkan Tujuan
Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya
dalam llmu Hukum, Fakultas Hukum Undip, 14 April 2001, hal. 28.
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kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan gpayang menjadi pilihan kehidupan
melaui prosesdia og. Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat akses
terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga akan terdapat pembagian
kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan
eksgengnya

Pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan melalui proses parti-
sipas publik. Minimnyapartisipas publik disebabkan masih adanyahubungan
patron-klien, dimana patron memiliki dan menguasai paling besar sumber-
sumber daya dan kekuasaan menyebabkan masyarakat merasa terasing dari
lingkungannya sehinggaterjadi pemaksaan budaya. Partisipasi dapat menjadi-
kan masyarakat sadar akan persoalan-persoalan yang dihadapi dan berupaya
mencari jalan keluar dan membantu mereka untuk dapat memahami realitas
sosial, politik, dan ekonomi yang ada di sekitarnya.

Langkah utama untuk mewujudkan masyarakat partisipatif yang tangguh
menurut Mas Akhmad Santoso™ perlu dilakukan dengan cara menghilangkan
kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak sipil
dan politik yang terdapat dalam produk hukum negara. Pembentukan peraturan
perundang-undangan baru maupun kebijakan perlu diarahkan pada dukungan
terhadap penguatan kekuatan masyarakat sipil (civil society enpowerment), se-
perti hak publik untuk terlibat dalam berbagai pengambilan keputusaan,
kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan pers, hak publik atasinfor-
masi, pelayanan dan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam hal ini, pengembangan masyarakat sipil yang aktif, menurut Gid-
dens,* merupakan bagian yang mendasar dari politik jalan ketiga sebagai
kontruks dari politik kiri |lamayang mengesampingkan kekhawatiran atas me-
nurunnyakualitas masyarakat.A dapun gol ongan kanan cenderung menol ak pen-
dapat tersebut di atas dengan berpendapat bahwakitatidak bisamenyalahkan
negara kesejahteraaan atas erosi kehidupan masyarakat atau mengasumsikan
bahwa hal tersebut bisa dibereskan dengan membiarkan masyarakat madani
memanfaatkan segenap pranatanya.

Negara (pemerintah) dan masyarakat harus bermitra, saling memberi
kemudahan, dan saling mengontrol dalam rangka pembaruan masyarakat. Tema
komunitas merupakan sesuatu yang monumental bagi politik baru. Di tengah

10 Mas Akhmad Santoso, 1998, Good Governance dan Hukum Lingkungan, Jakarta: MKLH, hal
92.
1 Antony Giddens, 1992, The Third Way, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 90.
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semakin mengemukakannyaglobalisas, fokuskomunitasmenjadi sesmakin penting
untuk membantu renovas sosial dan materia lingkungan tempat tinggal, kotadan
areal lokal yang lebih besar. Tak adabatas-batas permanen antarapemerintah dan
masyarakat, kadang perlu jauh ke dalam arenamasyarakat, kadang mundur dari
arenaitu tergantung konteksnya.

Untuk menuju masyarakat sipil yang didambakan, Emil Salim*? mena-
warkan suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan keseimbang-
an yang menempatkan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil. Antara
ketiga kekuatan terdapat hubungan “check and balance™ pada tingkat yang
sama, sehingga kepentingan ketiga kekuatan tersebut bisa dipelihara keseim-
bangannya. Persodanlingkungan dal am kerangkapembangunan berke anjutan, tidak
lepas dari mekanisme pasar yang tidak menangkap isyarat sosial dan
lingkungan.Karenaitu, perlu mengoreks kekurangannyauntuk mengimbangi
pembangunan sosia dan lingkungan dengan pembangunan ekonomi.Intervens
dapat dil akukan oleh lembaga segitiga, pemerintah pel aku usaha dan masyarakat
yang sebangun dan seimbang.

Model Kebijakan pembangunan Kota Ke Depan

Model penentuan kebijakan pembangunan kota melalui mekabisme
rembug kebijakan atau M usrenbang sebenarnya sudah baik, akan tetapi dalam
implementasinyadinilai masih kurang sesuai harapan masyarakat. Karenaitu
model yang perlu dirumuskan dalam menentukan kebijakan pembangunan kota
berdasarkan strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai stake-
holders tetapi pemerintah juga harus menyerap partisipas dengan memper-
timbangkan dasar skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan dan keter-
sediaan danayang tersedia. Selamaini dalam merumuskana kebijakan pemba-
ngunan kotaspirasi masyarakat sudah mulai diperhatikanpemerintah dan DPRD
tetapi sifatnyamasih terbatas.

Menurut Esmi Warassih,** untuk mewujudkan tujuan kebijakan pem-
bangunan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, maka sejak awal pem-
bentukan kebijakan perlu dipikirkan mode perencanaan yang dipilih secaracermat.
Model perencanaan yang melihat fungsi perencanaan sebagai mekanis untuk
mengubah suatu keadaan dikenal mechanistic action model atau social engineer-

2 Emil Salim, 2003, “Agenda Bangsa’, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Nasional, Bali 14-18 Juli 2003, hal. 3-4.

13 Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemberdaayaan Masyarakat dalam Meweujudkan Tujuan
Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya
dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip, 14 April 2001, hal. 30-31.
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ing model** (Poerbo, 1995). Model ini menekankan peranan perencanaan sebagai
usahauntuk mensistimasi aspirasi masyarakat dan menyususn dalam dokumen
tertulis.Model ini melihat masyarakat sebagal sesuatu yang turbulent atau penuh
dengan nilai sosial-budaya dan dinamis. Masyarakat bukan sub sistem yang
tersubordinans, melainkan merupakan subsi stem yang mandiri. Model ini sangat
penting dan berarti karenanilai-nilai dan normamasyarakat lokal terlibat dalam
proses pembangunan kebijakan yang menentukan tindakan-tindakan selanjutnya
dalam pencapai an tuj uan kebijakan. Pendekatan partispas dapat memberikantempat
kepadamasyarakat untuk melakukan negosias dengan pemegang kekuasaan dan
gagasan merekamerupakan bahan dalam pembentukan kebijakan hinggatingkat
implementasnya

Menurut Guritno Soerjodibroto,® dalam merumuskan kebijakan pem-
bangunan kotaterdapat model yang dikenal City Development Strategy (CDS),
di dalammnya terdapat mekanisme pengambilan kebijakan yang bercirikan,
pertama adanya pelibatan secara aktif dan efektif stakehorlders kotayang di-
fasilitasi oleh Tim Kerja Stakeholders (TKS).Kedua, eksploitasi secara opti-
mal melalui berbagai mediadalam upayauntuk desiminasi informasi dan lebih
mengenal kan ke masyarakat terkait dengan program CDS dan hasil-hasilnya.
Ketiga, pemberdayaan stakeholders melalui peningkatan kapasitas dan pengada-
an mekani sme pengambilan keputusan yang sepenuhnyaditentukan oleh mereka
sendiri.

Kegiatan pelaksanaan CDS meliputi, pertama perumusan profil kota
sebagai referens untuk mengangkat dan menetapkan i su-isu kotayang dianggap
prioritas, yang kemudian disepakati bersama dalam sutu mekanismekonsultasi
publik. Kedua, rumusan visi yang berupavisi pembangunan kota ataupun visi
penanganan i su-isu penting yang diprioritaskan. Ketiga, rumusanmid, sebaga upaya
untuk mendistribusi kan beban tugas ke pihak-pihak yang berkompeten. Keempat,
rumusan strategi, yang disusun berdasarkan telaah SWOT yang dil aksanakan sesuai
dengan kapasitas dan kesepakatan bersama.Kelima, rumusan program disusun
melaui upayadaboras dan perumusan strategi dengan menemukenali unsur-unsur
pokoknya.

14 Poerbo dalam Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemberdaayaan Masyarakat dalam Meweujudkan
Tujuan Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar
Madya dalam [Imu Hukum, Fakultas Hukum Undip, 14 April 2001, hal. 30-31.

15 Guritno Soerjodibroto, 2005, Model City Development Strategy (CDS) sebagai Suatu Alternative
Perencanaan Pembangunan Kota dalam Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Jakarta:
Yayasan Sugianto Soegjoko dan Urban and Regional Development Institute (URDI), hal. 336.
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Menurut Esmi Warassih,*® untuk mewuj udkan tuj uan kebijakan pembangunan
sebaga manayang dihargpkan masyarakat, makasg ak awa pembentukan kebijakan
perludipikirkan mode perencanaan yang dipilih secaracermat. Modd perencanaan
yang melihat fungs perencanaan sebagai mekanisuntuk mengubah suatu keadaan
dikena mechanistic action model atau social engineering model.*’Model ini
menekankan peranan perencanaan sebagai usaha untuk mensistimasi aspiras
masyarakat dan menyusun dalam dokumen tertulis. Model ini melihat masyarakat
sebagal sesuatu yang turbulent atau penuh dengan nilai sosid-budayadan dinamis.
Masyarakat bukan sub sistem yang tersubordinans, melainkan merupakan subsstem
yang mandiri. Model ini sangat penting dan berarti karenanilai-nilai dan norma
masyarakat |oka terlibat dalam proses pembangunan kebijakan yang menentukan
tindakan-tindakan sel anjutnya dalam pencapaian tujuan kebijakan. Pendekatan
partispas dapat memberikan tempat kepadamasyarakat untuk melakukan negosias
dengan pemegang kekuasaan dan gagasan mereka merupakan bahan dalam
pembentukan kebijakan hinggatingkat implementasinya

PENUTUP
Simpulan

Pertama, kebijakan pembangunan kota Surakarta secara yuridis di-
dasarkan pada surat edaran Wali Kota Nomor 411.2/789, 16 Juli 2001 tentang
KerangkaAcuan Umum Pelaksanaan Musyawarah K ota Suarakarta, kemudian
diubah dengan Surat Keputusan Wali KotaNo. 410/45-A/1/2002 tentang Pedo-
man Penyel enggaraan Musyawarah Membangun K ota. Padatahun 2010 diting-
katkan status hukumnya menjadi Peraturan Wali Kota No. 27-A tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan M usyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.
Dari ketiga landasan hukum tersebut menempatkan aspek lingkungan hanya
bagian dari keseluruhan aspek pembangunan kotaSurakarta. Dengan demikikan
aspek lingkungan atau wawasan lingkungan masih belum dimaknai secaraintegral
yang bersifat menyul uhan yang terdapat di setiap sektor pembangunan.

Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijkan pem-
bangunan kotadinilai sudahtidak lagi bersifattop down. Elit kekuasaan, yakni

16 Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemberdaayaan Masyarakat dalam Meweujudkan Tujuan
Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya
dalam lImu Hukum, Fakultas Hukum Undip, 14 April 2001, hal. 30-31.

1" Poerbo dalam Esmi Warassih Pujirahayu, 2001, Pemberdaayaan Masyarakat dalam Meweujudkan
Tujuan Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar
Madya dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip, 14 April 2001.
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pemerintah daerah dan DPRD me aui Musrenbang sudah mulai memberikan ruang
aspiras masyarakat secarapartisipatif. Di Surakartasecaralultural terdapat tradis
forum musyawah perencanaan pembangunan (M usrenbang) kotayang dikenal fo-
rum*rembug kota’, yang dil akukan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai di
tingkat Pemerintah Daerah. Forum semacam itu padaawalnyamasih sekedar lips
service, belum melibatkan masyarakat secaraluas dan partisipatif karenaacuan
dan keputusuannyapadaakhirnyayang menentukan add ah pihak Pemerintah Daerah
dan DPRD, tetapi dalam duatahun terakhir ini forum Musrenbang sudah direspon
dengan baik dan menjadi acuan Pemerintah dan DPRD dalam menentukan kebijakan
pembangunan sepanjang redlistisdan anggarannyajugatersedia.

Ketiga, model penentuan kebijakan pembangunan kotamela ui mekanisme
rembug kebijakan atau M usrenbang sebenarnya sudah baik, akan tetapi dalam
implementasinyadinilai masih kurang sesual hargpan masyarakat. Karenaitu mode
yang perlu dirumuskan daam menentukan kebijakan pembangunan kotaberdasarkan
strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai stakeholders tetapi
pemerintah jugaharus menyerap partisipas dengan mempertimbangkan dasar skala
prioritas pembangunan yang akan dilakukan dan ketersediaan danayang tersedia
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